BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja para Tenaga

Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi Corona Virus
Desease 2019, maka dipandang perlu merevisi besaran

insentif vaksinasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga
Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi Corona Virus
Disease 2019;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah—Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 522, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan
Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam
Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan
Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam
Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 55);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Pemberian Insentif Bagi tenaga Kesehatan Yang
Melaksanakan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 53);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 51
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I
Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi tenaga Kesehatan
Yang Melaksanakan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 53)
diubah, yaitu besaran Insentif ditetapkan paling banyak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 17 Februari 2022

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 17 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 1



10.

11.

12.

13.

2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan

s [



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 1 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

UNIT KERJA JENIS TENAGA BESARAN SATUAN
KESEHATAN INSENTIF

UPTD Tenaga Kesehatan yang

PUSKESMAS melaksanakan Rp. 5.000,- Tim/dosis
Vaksinasi Covid-19
Tenaga Kesehatan yang

RSUD melaksanakan Rp. 5.000,- Tim/dosis
Vaksinasi Covid
Tenaga Kesehatan yang |

RS SWASTA/ melaksanakan Rp. 5.000,- Tim/dosis

INSTITUSI LAIN Vaksinasi Covid

KETERANGAN :

Bagi institusi lain yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabbupaten Wonogiri.
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